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PROFIL  
 
Lembaga Kajian & Advokasi Independensi Peradilan (LeIP) adalah organisasi masyarakat 
sipil yang bergerak di bidang pembaruan peradilan dan anti korupsi. LeIP berperan aktif 
dalam penyusunan Cetak Biru Pembaruan Peradilan (2003, 2005) dan turut serta dalam 
pelaksanaan berbagai program pembaruan. LeIP juga aktif dalam merumuskan konsep-
konsep pembaruan peradilan yang dapat dijadikan arahan strategis untuk 
memperjuangkan peradilan Indonesia yang dicita-citakan di masa depan. LeIP meyakini 
bahwa bahwa peradilan yang independen dan terbuka hanya dapat dicapai melalui 
kemitraan antara organisasi masyarakat sipil, peradilan, pemerintah dan pemangku 
kepentingan yang relevan.  
 
Kontak 
Lembaga Kajian & Advokasi Independensi Peradilan 
Puri Imperium Office Plaza, Ground Floor, Unit G1A, Jl. Kuningan Madya Kavling 5-6 
Kuningan Jakarta, Telpon: 021 83791616/8302088 atau Fax: 021 8302088 
Alamat situs resmi LeIP adalah www.leip.or.id dan www.indekshukum.org 
 
Dewan Pengurus Periode 2014 – 2016 
Ketua: Dian Rositawati 
Sekretaris: Astriyani 
Bendahara: Cholil Mahmud 
 
Badan Pekerja Harian  
Direktur Eksekutif: Astriyani 
Kepala Divisi Hukum dan Kebijakan Peradilan: Arsil 
Kepala Divisi Administrasi Peradilan: Nur Syarifah  
Kepala Divisi Umum: Rakhmat Hidayat 
Peneliti: Alfeus Jebabun | Ariehta Eleison | Astriyani | Della Sri Wahyuni | Liza Farihah | 
Muhammad Rafi | Muhammad Tanziel Aziezi  
Staff: Dani Abdul Gani | Faizah Sururi | Hadiyah Budiono 
  



2015 Selayang Pandang 
 
Sepanjang tahun  2015 LeIP memfokuskan dirinya dalam beberapa area kerja. Pertama, 
melakukan fasilitasi dan mengembangkan hubungan kerjasama lembaga bidang hukum di 
Indonesia dan di Belanda. LeIP merupakan mitra dari program Judicial Sector Support 
Program (JSSP) yang dikoordinasikan oleh Centre for International Legal Cooperation (CILC) 
dan didanai oleh Kedutaan Besar Kerajaan Belanda di Jakarta. Lembaga-lembaga hukum 
yang terlibat dan mendapatkan manfaat dari program ini yaitu: Mahkamah Agung, Kejaksaan 
Agung, Hoge Raad, Raad voor de Rechtspraak dan Sichting Studiecentrum Rechtspleging. 
Program ini menempatkan LeIP dalam jajaran lembaga yang mampu melakukan fasilitasi 
multi-kegiatan dan mengelola program jangka panjang.   
 
Kedua, membangun gerakan MATA KEADILAN, yaitu sebuah gerakan pemantauan 
pengadilan tipikor di 5 kota di Indonesia. Kegiatan ini berawal dari keprihatinan LeIP tentang 
lemahnya kapasitas masyarakat sipil dalam melakukan advokasi kebijakan berbasis data. 
Kegiatan pemantauan peradilan berbasis data, diharapkan dapat menghasilkan argumentasi 
yang cukup dan berkontribusi pada pembaruan peradilan tipikor di masa depan. 
 
Ketiga, LeIP ingin berkontribusi secara substansial dalam upaya meningkatkan independensi 
Hakim melalui advokasi Rancangan Undang-Undang Jabatan Hakim. LeIP telah 
memperjuangkan ini sejak tahun 2006 melalui kajian manajemen SDM Hakim. Namun baru 
saat ini menemukan momentum yang tepat. Kegiatan ini dilakukan dengan melibatkan para 
pemangku kepentingan, khususnya dari Forum Diskusi Hakim Indonesia (FDHI) yang 
beranggotakan para hakim yang kritis dan potensial. 
 
Selain tiga hal di atas, LeIP tetap berusaha berefleksi dan membangun kapasitas dirinya 
melalui upaya-upaya perbaikan lembaga. Karena tak ada gunanya bercita-cita tinggi untuk 
mengubah kondisi hukum dan peradilan jika tidak didukung oleh modal dasar: kompetensi dan 
profesionalitas. Oleh karenanya di tahun 2015 LeIP terus berupaya meningkatkan kualitas 
peneliti dan tata kerja lembaga. 
 
Tahun 2015 juga merupakan tahun terakhir kepemimpinan Dian Rositawati sebagai Direktur 
Eksekutif. Sejak tanggal 1 Januari 2016 berdasarkan keputusan rapat Dewan Pengurus telah 
diangkat Astriyani sebagai DE LeIP periode 2016 – 2018. Astriyani yang juga menjabat 
sebagai Sekretaris Dewan Pengurus Yayasan, telah bergabung sebagai peneliti di LeIP sejak 
tahun 2003 dan sebelumnya menjabat sebagai Kepala Divisi Administrasi Peradilan pada 
periode 2011 - 2014. Segenap Dewan Pengurus, para peneliti dan staf LeIP mengucapkan 
selamat dan menitipkan harapan agar LeIP dapat terus berkembang dan meningkatkan 
kualitasnya, seiring dengan perjalanan LeIP membangun peradilan Indonesia yang lebih baik. 
 
Salam dari kami, 

Dewan Pengurus  
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FOKUS DAN CAPAIAN 2015 
  
Fasilitasi Kerjasama Lembaga Hukum Indonesia dan Belanda 
 
Sejak bulan Agustus 2014 LeIP memfasilitasi berbagai kegiatan dalam kerangka kerja 
sama lembaga hukum di Indonesia dan Belanda melalui Program Judicial Sector Support 
Program (JSSP). Lembaga-lembaga hukum di Indonesia dan Belanda yang terlibat dan 
berkontribusi dalam kerjasama ini antara lain LeIP merupakan mitra pelaksana di 
Indonesia, dan keseluruhan program dikoordinasikan oleh Centre for International Legal 
Cooperation (CILC) di Den Haag, dan didanai oleh Kedutaan Besar Kerajaan Belanda di 
Jakarta. Lembaga-lembaga hukum yang terlibat dan mendapatkan manfaat dari program 
ini yaitu: Mahkamah Agung, Kejaksaan Agung, Hoge Raad (HR), Raad voor de 
Rechtspraak (RvdR) dan Sichting Studiecentrum Rechtspleging (SSR).  
 
Dalam program ini LeIP mengelola dana sebesar kurang lebih 946.375 EUR untuk dua 
tahun. Program ini menempatkan LeIP bukan saja sebagai pelaksana kegiatan, tetapi juga 
dalam jajaran lembaga yang mampu melakukan fasilitasi multi-kegiatan dan mengelola 
program jangka panjang.    
 
Kegiatan-kegiatan dalam program JSSP diarahkan pada tiga area yaitu: 
1) Meningkatkan kualitas pelatihan hakim dan jaksa, khususnya melalui penguatan 

kelembagaan Pusdiklat MA dan Badiklat Kejaksaan 
2) Memperkuat fungsi Mahkamah Agung khususnya dalam pelaksanaan sistem kamar 

untuk kesatuan dan kepastian hukum 
3) Memperkenalkan sistem penganggaran berbasis kinerja untuk pengadilan di 

Indonesia 
 
Kegiatan dan capaian-capaian pada program JSSP dapat dijelaskan sebagai berikut: 
 
Penguatan Kapasitas Pusdiklat MA dan Badiklat Kejaksaan 
 
Capaian: Pertukaran Pengetahuan dan Kerja Sama antara Pusdiklat MA, Badiklat 
Kejaksaan Agung dan SSR Belanda; Internship Pusdiklat di SSR; Hasil Pemetaan 
Kelembagaan Pusdiklat MA; Workshop Penguatan Kapasitas Kelembagaan Pusdiklat. 
 
Dalam upaya meningkatkan kualitas pelatihan hakim dan jaksa, LeIP melakukan fasilitasi 
kerjasama antara Pusdiklat MA, Badiklat Kejaksaan Agung dan SSR (yang merupakan 
Akademi Pelatihan Hakim dan Jaksa di Belanda). Rangkaian kegiatan di area ini telah 
menghasilkan Laporan Pemetaan terhadap kondisi Pusdiklat dan Badiklat. Pemetaan 
tersebut telah berhasil merumuskan tantangan utama yang dihadapi oleh Pusdiklat antara 
lain: Pertama, ketidakjelasan dalam perumusan target dan perencanaan, yang 
menyebabkan minimnya dorongan dan motivasi bagi staf untuk mencapai tujuan, serta 
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sulitnya pengukuran keberhasilan. Kedua, tata kerja dan pembagian beban kerja 
(workload) dan penggunaan sumber daya yang belum dilakukan secara efisien dan efektif 
untuk meningkatkan pelaksanaan fungsi; Ketiga, kapasitas personel sebagai pengelola 
diklat, kapasitas personel dalam merumuskan program dan kurikulum serta kapasitas 
pengajar yang tersedia; Keempat, metode pelatihan yang belum sepenuhnya dapat 
mengakomodasi kendala geografis Indonesia dan pengajaran yang efektif bagi orang 
dewasa. 
 

 
 
Berdasarkan hasil pemetaan tersebut telah dilakukan beberapa kali pertukaran 
pengetahuan dan pengalaman, melalui diskusi-diskusi yang diselenggarakan baik di 
Jakarta maupun di Belanda. Melalui kegiatan tersebut diharapkan kemampuan dan 
kompetensi para pelaksana diklat dapat ditingkatkan. Pada tahap selanjutnya di tahun 
2016 dan 2017 akan dilaksanakan kegiatan-kegiatan yang lebih sistematis melalui 
pelatihan lanjutan dan advokasi kebijakan untuk perubahan tata kerja. 
 
Kajian Restatement atau Penegasan Kembali Isu Hukum 
 
Capaian: Kajian Restatement Normatif-Doktriner dengan judul 1) “Sifat Melawan Hukum 
dalam Perkara Korupsi”; 2) “Pembeli Beritikad Baik dalam Kasus Pertanahan”; dan 3) 
“Penerapan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik dalam Sengketa Tata Usaha 
Negara” 
 
Kegiatan ini bertujuan untuk mendorong kepastian hukum dengan menyediakan produk 
akademis yang memuat analisis legal doktriner tentang isu hukum tertentu. Restatement 
ini melibatkan para peneliti Puslitbang MA dan merupakan kerjasama dengan Van 
Vollenhoven Institute dan CILC Belanda. Metode kajian hukum dalam restatement pada 



tahap pertama di tahun 2015 adalah metode normatif doktriner, dengan sumber material 
dari berbagai perundangan, putusan pengadilan dan doktrin. Tahap kedua yang 
direncanakan berlangsung di tahun 2016 akan menggunakan metode kajian sosio-legal. 
Kajian ini dilakukan dengan melibatkan para pengkaji dari universitas dan organisasi non 
pemerintah, dengan harapan kelompok tersebut dapat menularkan pengetahuan dan 
ketrampilan mengkaji putusan pengadilan. Akademisi yang terlibat antara lain berasal dari 
Universitas Andalas, Universitas Mataram, dan Universitas Muhammadiyah Malang.  
 

 
 
Produk restament pada tahun 2015 ini berupa hasil kajian isu hukum dengan tema “Sifat 
Melawan Hukum dalam Perkara Korupsi” untuk lingkup Hukum Pidana; “Pembeli Beritikad 
Baik dalam Kasus Pertanahan” untuk lingkup Hukum Perdata; dan “Penerapan Asas-asas 
Umum Pemerintahan yang Baik dalam Sengketa Tata Usaha Negara” untuk lingkup TUN. 
Produk restatement ini didiskusikan dengan Balitbang MA dan para Hakim Agung pada 
Kamar Mahkamah Agung yang relevan dengan topik, agar perdebatan dalam isu-isu 
hukum tersebut tersosialisasikan dan diterapkan dalam praktik. 
 
Penguatan Fungsi Perpustakaan Mahkamah Agung 
 
Capaian: Pemetaan Kelembagaan & Rekomendasi Penguatan Perpustakaan MA 
 
Profesi hakim idealnya merupakan profesi yang menuntut budaya baca yang tinggi, yang 
seharusnya menempatkan posisi perpustakaan MA sebagai pusat informasi strategis. 
Namun demikian perpustakaan yang dimiliki MA dan pengadilan ternyata masih belum 
memenuhi kebutuhan tersebut. LeIP dalam program JSSP melakukan Pemetaan 
Kebutuhan yang diharapkan dapat menjadi basis pemberian dukungan bagi perpustakaan 
MA di tahap selanjutnya.  
 
Dari hasil pemetaan ditemukan tantangan dan peluang sebagai berikut: 1) Perpustakaan 
MA telah ditempatkan secara layak dalam struktur dan memiliki jaringan terkoneksi 
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dengan perpustakaan di bawahnya meskipun 
belum sepenuhnya dioptimalkan; 2) Perlu 
adanya pengembangan pangkalan data serta 
pengembangan koleksi digital untuk 
membantu pemenuhan kebutuhan 
pemustaka; 3) Perlu peningkatan kapasitas 
SDM pengelola perpustakaan; 4) Perlu 
pengadaan sarana kerja yang dapat 
menunjang kebutuhan informasi pemustaka. 
Berdasarkan hasil pemetaan tersebut 
intervensi utama yang sedang dilakukan 
melalui program JSSP adalah 
berlanggangan data hukum dan penguatan 
kapasitas pustakawan, bekerja sama dengan 
Hukumonline. Kegiatan ini direncanakan 
akan berlangsung hingga 2017. 
 
 

 
Penguatan Fungsi Kesatuan Hukum melalui Sistem Kamar 
 
Capaian: Proceeding Hasil Pertukaran Pengetahuan antara MA dan HR; Internship Hakim 
Agung dan Panitera di HR; Percepatan Penanganan Perkara di Kamar Perkara. 
 
Kegiatan kerja sama MA dan HR untuk memperkuat sistem kamar sesungguhnya telah 
berlangsung sejak tahun 2009 melalui beberapa kunjungan kerja di Jakarta, maupun di 
Den Haag. LeIP melalui JSSP melakukan fasilitasi kegiatan ini sejak tahun 2015, 
khususnya untuk memperkuat pelaksanaan tata kerja sistem kamar, mendorong 
pelaksanaan rapat pleno dan pertukaran pengetahuan tentang isu-isu hukum dalam 
Kamar. Sepanjang tahun 2015 berlangsung 2 kali kunjungan kerja, pada bulan Januari 
2015 di Jakarta dan bulan April 2015 di Belanda. Kunjungan kerja pada bulan April 2015 
didesain dalam bentuk kegiatan magang (internship), dimana para Hakim Agung dan 
panitera melakukan observasi pelaksanaan rapat pleno musyawarah para Hakim Agung 
HR dan pemantauan sistem manajemen perkara. 
 



 
 
Beberapa poin rekomendasi dari delegasi MA pasca kunjungan ke Belanda yaitu: (i) 
penyusunan tata tertib pleno kamar untuk mendorong pelaksanaan rapat pleno kamar 
secara rutin; (ii) penyederhanaan format putusan; (iv) immobilisasi berkas fisik perkara, 
sehingga yang beredar hanyalah berkas elektronik; dan (v) kajian pemisahan fungsi 
panitera pengganti dengan asisten hakim agung. Hasil dari kunjungan kerja ini telah 
dibukukan dalam bentuk proceeding yang dapat menjadi pembelajaran, bukan hanya bagi 
MA tetapi juga berbagai pihak yang ingin mengetahui perkembangan sistem kamar di MA, 
dan perbandingannya di negeri Belanda. 
 
Pasca kunjungan kerja para perwakilan delegasi sudah melaksanakan sosialisasi dan 
melakukan inisiatif-inisiatif kecil sebagai hasil belajar di HR. Misalnya, di Kamar Perdata 
sudah dibentuk tim kecil yang beranggotakan 5-6 orang Hakim Agung, dengan tugas 
menyeleksi perkara-perkara yang akan dibahas di pleno kamar. Tujuannya, perkara yang 
dibahas benar-benar perkara yang memiliki kriteria sesuai dengan ketentuan SK Sistem 
Kamar. Mekanisme seleksi  demikian juga membuat proses pembahasan pleno menjadi 
lebih fokus. Sementara itu, pada kamar TUN, sudah mulai memiliki jaringan komunikasi 
bersama (berbasis g-drive) diantara anggota kamar, untuk mempermudah distribusi 
berkas perkara dan proses penyusunan pendapat. Di beberapa majelis, konsep 
pertimbangan sudah langsung dikoreksi pada saat musyawarah, sehingga proses minutasi 
putusan hanya memakan waktu beberapa hari saja.  
 
Meskipun demikian perlu diakui bahwa semenjak diumumkan keberlakuan sistem kamar di 
tahun 2011, pelaksanaan sistem kamar mengalami kemajuan yang sangat lambat. 
Beberapa masalah antara lain disebabkan karena tidak disiplinnya para hakim agung 
melaksanakan tata kerja yang telah disepakati, utamanya melaksanakan rapat pleno. 
Berbagai upaya untuk menyatukan pendapat yang berbeda dalam berbagai isu hukum pun 
tampaknya mengalami kebuntuan. Akibatnya inkonsistensi putusan masih terus terjadi.  
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Kajian Kebijakan tentang Pengurangan Arus Perkara 
 
Capaian: Data dan hasil diskusi dalam proses penyusunan Riset  
 
Upaya-upaya pengurangan arus perkara merupakan upaya yang lebih komprehensif dari 
upaya pembatasan perkara, yang bertujuan untuk mengurangi jumlah perkara yang masuk 
ke MA dan menyelesaikan tunggakan perkara di MA. Jumlah perkara yang masuk ke MA 
semakin meningkat setiap tahunnya. Merujuk pada Laporan Tahunan MA tahun 2009 
hingga tahun 2015, kecuali pada tahun 2014, lebih dari 76 % perkara yang masuk ke 
Pengadilan Tingkat Banding hampir pasti dilanjutkan dengan upaya hukum (mayoritas 
kasasi) ke MA. Berbagai inisiatif-inisiatif telah dilakukan untuk mengurangi arus perkara 
yang masuk, termasuk melalui Pasal 45A UU MA. Namun berbagai upaya ini pun tidak 
banyak berdampak pada jumlah arus perkara ke MA, bahkan MA masih menerima upaya 
hukum kasasi atas perkara-perkara yang dilarang dalam ketentuan Pasal 45A. Selama ini 
belum ada suatu strategi yang komprehensif bagi MA untuk mengurangi arus perkara yang 
masuk ke MA. Melalui riset ini, akan disusun policy paper (kertas kebijakan) pengurangan 
arus perkara ke MA yang akan mengidentifikasi penyebab tingginya arus perkara ke MA 
dan merekomendasikan mekanisme pengurangan arus perkara yang sesuai. Riset ini 
dilakukan sejak Oktober 2015 sampai saat laporan ini ditulis. Pada kegiatan ini LeIP 
bekerja sama dengan Pusat Penelitian dan Pengembangan MA (Puslitbang MA). Kertas 
kerja ditargetkan selesai pada awal Mei 2016. 
 

 
 
Dalam riset ini, diidentifikasi sejumlah permasalahan yang menjadi faktor-faktor penyebab 
tingginya arus perkara yang masuk ke Mahkamah Agung: 1) Inkonsistensi Putusan di 
Mahkamah Agung yang mengakibatkan timbulnya ketidakpastian hukum dan mendorong 
upaya hukum; 2) Banyak perkara kasasi tidak memenuhi syarat formal yang diregister di 
MA; 3) Kebijakan pengajuan upaya hukum oleh kejaksaan memiliki sumbangan yang 
signifikan terhadap tingginya arus perkara kasasi dalam bidang pidana umum dan pidana 



khusus; 4) Dalam perkara tindak pidana khusus, terdapat ketidakjelasan penafsiran Pasal 
2 dan Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor dan ketidakpastian 
dalam pengajuan delik penguasaan narkotika untuk digunakan sendiri atau untuk dijual 
yang mendorong pengajuan upaya hukum; 5) Pengajuan PK oleh Jaksa dan Putusan MK 
yang memberi kesempatan bagi para pihak, Terdakwa maupun penuntut umum, untuk 
mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali lebih dari satu kali; 6) Jumlah kasus 
perceraian yang diajukan sampai ke tingkat kasasi terkait dengan pembagian harta gono 
gini dan/atau hak asuh anak; 7) Pengajuan PK atas alasan Kekhilafan Hakim atau Suatu 
Kekeliruan yang Nyata yang mencakup 70-75% dari seluruh perkara upaya hukum 
perdata. 
 
Kajian tentang Penganggaran Berbasis Kinerja di Pengadilan 

Capaian: Hasil Kajian Penganggaran Berbasis Kinerja di MA dan Peradilan di Bawahnya; 
Model Satuan Biaya Khusus (SBK) Perkara Pidana dan PHI yang telah diajukan ke Dirjen 
Anggaran. 

Sistem penganggaran berbasis kinerja menjadi semakin penting dalam konteks 
akuntabilitas pengadilan, khususnya pasca dialihkannya kewenangan organisasi, 
administrasi dan keuangan pengadilan dari Pemerintah kepada MA. Untuk itu perlu 
dilakukan kajian untuk memetakan permasalahan dan tantangan pelaksanaan 
penanggaran berbasis kinerja, dan rekomendasi untuk mencapainya. Dengan demikian, 
MA dapat menyusun usulan program dan rencana kerja dengan basis argumentasi yang 
jelas dan mempertanggungjawabkannya melalui pencapaian kinerja dalam bentuk output 
atau bahkan outcome. Kegiatan kajian ini dilaksanakan dalam kerangka kerjasama 
pertukaran pengetahuan dengan Raad voor de Rechtspraak (RvdR), yang memberikan 
kontribusi penting dalam studi perbandingan pelaksanaan penganggaran berbasis kinerja 
di Belanda. 
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Berdasarkan kajian yang dilakukan, diidentifikasi beberapa temuan. Pertama, bahwa MA 
dan badan-badan peradilan di bawahnya belum sepenuhnya menerapkan Penganggaran 
Berbasis Kinerja (PBK) terutama karena belum menggunakan Satuan Biaya Keluaran 
(SBK). Akibatnya, tidak ada hubungan langsung antara jumlah perkara yang diselesaikan, 
dengan alokasi anggaran yang digunakan untuk menyelesaikan perkara. Kedua, bahwa 
perbedaan jenis perkara dan perbedaan kondisi geografis dari setiap pengadilan dan 
kompleksitas perkara merupakan faktor yang mempengaruhi besaran biaya satuan di 
dalam SBK. Ketiga, sistem penganggaran belum dapat mengakomodasi prinsip efisiensi. 
Dalam hal pengadilan berupaya melakukan penghematan anggaran, namun kenyataannya 
anggaran tersebut sulit direalokasikan, dan jika bisa pun maka prosedur formal yang harus 
ditempuh sangat melelahkan. Mekanisme ini menyebabkan lemahnya dorongan pada 
pengadilan untuk melakukan efisiensi anggaran.  

Berdasarkan temuan ini, LeIP melalui program ini telah mengasistensi MA dalam 
penyusunan SBK. Model SBK ini disusun untuk perkara-perkara pidana dan PHI yang 
dibiayai oleh negara. Model SBK ini telah dibahas oleh MA dan diusulkan kepada Dirjen 
Anggaran agar dapat dipergunakan untuk penyusunan anggaran MA di tahun 2017. 

 
Menjadi Mata Keadilan: Membangun Gerakan Pemantauan 
Pengadilan Tindak Pidana Korupsi  
 
Capaian: Modul Pemantauan Mata 
Keadilan I dan II; Melatih 18 Pelatih 
dan 170 Peserta di 5 Kota; Melakukan 
Pemantauan terhadap 1092 
persidangan di 5 Kota; Data dan 
Informasi Berkelanjutan dari 
Pemantauan Pengadilan Tipikor di 5 
Kota. 
 
Kegiatan pemantauan pengadilan 
tindak pidana korupsi di 5 kota (yaitu 
di Medan, Jakarta, Bandung, 
Surabaya dan Makassar) pada 
awalnya digagas karena beberapa 
keprihatinan. Pertama, menurunnya 
kualitas pengadilan tipikor pasca 
pelaksanaan UU Tipikor 2011 yang 
ditandai dengan menurunnya kualitas 
putusan dan beberapa hakim ad hoc 
yang tertangkap tangan KPK; Kedua, 
tidak adanya data dan argumentasi 



yang solid untuk mengkritisi dan memberikan rekomendasi perbaikan bagi pengadilan 
tipikor; Ketiga, gerakan masyarakat sipil di bidang anti korupsi belum secara optimal 
memanfaatkan data sebagai argumentasi dalam melakukan advokasi anti korupsi, 
termasuk untuk mendorong perubahan di pengadilan tipikor. Berdasarkan hal-hal tersebut, 
maka LeIP bekerja sama dengan ELSAM menyelenggarakan kegiatan pemantauan 
pengadilan tipikor bersama jejaring masyarakat sipil di daerah. Nilai total dari Program ini 
adalah sebesar 508.494 EUR untuk jangka waktu 3 tahun. 

 
 
Pemantauan pengadilan adalah cara mendidik aktivis warga untuk memahami sistem 
persidangan dan membangun kepercayaan pada institusi pengadilan melalui interaksi 
langsung dengan aktor-aktor di pengadilan seperti hakim, pejabat pengadilan, jaksa, 
pengacara, media dan warga lainnya. Para peminat pemantau pengadilan harus 
menyatakan minat yang tinggi dan mengikuti pelatihan yang diselenggaran oleh LeIP dan 
ELSAM.  Penyelenggaraan Pelatihan Mata Keadilan, untuk Pelatih dan untuk Peserta, di 
sepanjang tahun 2015 telah dilakukan sebanyak tiga kali dengan dukungan dana dari 
European Union (yang juga membiayai keseluruhan program), dan The Asia Foundation 
melalui program E2J. Pelatihan Mata Keadilan telah berhasil melatih 18 pelatih melalui 
program Training of Trainers, dan 80 orang anggota Mata Keadilan. Setelah pelatihan, 
pemantau pengadilan kami sebut Mata Keadilan. Mata Keadilan adalah para relawan yang 
bersedia dan memiliki minat tinggi untuk memantau pengadilan secara terus-menerus atau 
secara periodik di daerahnya masing-masing. Jejaring Mata Keadilan di 5 kota meliputi 
organisasi masyarakat sipil dan universitas sebagai berikut: SAHDAR, MaPPI, LBH 
Bandung, KOPEL, LBH Surabaya, UI dan UNHAS. 
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Fokus dalam pemantauan ini meliputi pemantauan persidangan dan pemantauan 
kelembagaan. Berbeda dengan pendekatan pemantauan peradilan yang hanya melihat 
proses persidangan, pendekatan Mata Keadilan juga fokus pada upaya mengumpulkan 
data dan informasi seputar latar belakang hakim, data personel pengadilan, data 
anggaran, fasilitas pengadilan, statistik perkara dan seterusnya. Interaksi langsung dan 
penelusuran informasi ini penting, karena persepsi warga pada pengadilan dibangun dari 
berita-berita yang disiarkan media massa seperti televisi, koran, majalah dan media 
internet. Melalui kegiatan pemantauan, aktivis warga bisa menjadi saksi untuk 
membangun percakapan baru berkenaan dengan sistem peradilan.  

Pengembangan pelatihan ini dilaksanakan juga bekerja sama dengan Komisi Yudisial (KY) 
dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dalam perjalanannya, para Pelatih Mata 
Keadilan juga telah diminta berbagi dengan jejaring pemantau KY dan KPK di Mataram 
dan Jakarta. Pada tahap selanjutnya di 2016-2017, pemantauan masih akan terus 
berlanjut dan meluas, namun hasil pemantauan akan mulai dibaca dan dianalisis untuk 
kepentingan riset kebijakan untuk perbaikan pengadilan tipikor. 

Mendorong Independensi Hakim 
 
Capaian: LeIP menjadi jembatan berbagai pemangku kepentingan kunci (anggota 
parlemen, Kelompok Hakim, pimpinan MA, IKAHI, KY) dalam pembahasan materi-materi 
RUU Jabatan Hakim; Tersosialisasikannya Konsep dan Pemikiran tentang RUU Jabatan 
Hakim  
 
Sejak penyusunan Cetak Biru Mahkamah Agung tahun 2001, LeIP telah mengidentifikasi 
bahwa untuk mencapai independensi hakim, status dan pengelolaan kepegawaian hakim 
tidak bisa dilakukan dengan menggunakan sistem yang sama dengan PNS/Pegawai 



Negeri Sipil (sekarang disebut ASN/Aparatur Sipil Negara sejak diterbitkannya UU No. 
5/2014). Pada tahun 2013, setelah berhasilnya advokasi hakim-hakim muda menuntut 
kenaikan gaji dan tunjangannya, LeIP bersama beberapa orang hakim perwakilan dari 
Forum Diskusi Hakim Indonesia (FDHI), melakukan audiensi dengan Wakil Menteri 
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi saat itu. Tujuannya adalah 
meminta aturan yang lebih jelas soal status dan pengelolaan kepegawaian hakim. 
 
Pada saat itu, perwakilan FDHI memperjuangkan diterapkannya secara konkret status 
hakim sebagai Pejabat Negara yang diatur oleh undang-undang melalui peraturan-
peraturan yang lebih teknis. Sementara itu, LeIP mengemukakan kepada Wamenpan 
bahwa pengaturan untuk jabatan hakim harus diatur dalam undang-undang khusus. 
 
Pandangan LeIP tersebut didasari pemahaman bahwa permasalahan dalam pengelolaan 
jabatan hakim mencapai level yang sangat fundamental. Mulai dari persyaratan, sistem 
dan kewenangan rekrutmen calon hakim, sistem mutasi dan promosinya, hingga evaluasi 
kinerja dan hak-hak jabatan yang harus diberikan. Ketentuan-ketentuan tersebut tentu 
tidak dapat diakomodasi dalam peraturan perundang-undangan di level teknis seperti 
Peraturan Pemerintah atau Peraturan Presiden. Usulan LeIP pada saat itu disambut baik 
oleh Wamenpan yang juga memandang bahwa masalah pengelolaan jabatan hakim 
memang sangat fundamental. Sejak akhir tahun 2014, LeIP mulai melakukan kajian 
secara mandiri untuk materi RUU jabatan hakim.  
 

 
 
Pada 2015, FDHI menyusun naskah RUU versi mereka dan mulai mengadvokasikan ke 
beberapa lembaga negara. Di antaranya yang paling pertama, adalah ke Komisi Yudisial. 
Untuk mengadvokasikan RUU ini ke KY, FDHI meminta LeIP untuk memberikan komentar 
atas draft mereka sebelum disampaikan ke beberapa anggota DPR di Komisi III. Setelah 
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beberapa anggota DPR mulai menyuarakan perlunya RUU Jabatan Hakim, KY dan 
Mahkamah Agung, yang direpresentasikan oleh IKAHI, masing-masing menyusun RUU 
versi mereka. Hingga saat ini, ada 4 versi RUU Jabatan Hakim, yaitu yang disusun oleh 
FDHI, Komisi Yudisial, Mahkamah Agung, dan yang disusun oleh DPR, setelah DPR 
memasukkan RUU Jabatan Hakim dalam program legislasi nasional (Prolegnas).  
 
Dengan mempertimbangkan bahwa saat ini telah cukup banyak versi RUU yang beredar, 
di tambah dengan pemahaman bahwa masing-masing RUU memuat substansi yang 
sangat kental diwarnai oleh kepentingan kelompok pembuatnya, LeIP memilih untuk 
mengadvokasikan RUU ini secara mandiri. Artinya, tidak beraliansi dengan kelompok 
manapun, namun aktif mengajak setiap kelompok pemangku kepentingan untuk berdiskusi 
menemukan konsep-konsep pengaturan yang paling ideal untuk mewujudkan 
independensi hakim di Indonesia. 
 
Beberapa kegiatan yang dilaksanakan sepanjang 2015 dalam rangka mengadvokasikan 
RUU Jabatan Hakim ini adalah sebagai berikut: 
1. Kajian internal tentang materi-materi pengaturan dan pengelolaan jabatan hakim untuk 

dimuat dalam RUU Jabatan Hakim 
2. Diskusi bersama Forum Diskusi Hakim Indonesia di Yogyakarta pada September 2015 
3. Rangkaian diskusi internal terkait materi-materi penting dalam RUU Jabatan Hakim di 

bulan Oktober 2015 
4. Mereview draft RUU Jabatan Hakim versi FDHI untuk disampaikan kepada DPR RI. 
 
 

Mengembangkan Kajian Hukum berbasis Putusan Pengadilan     
 
Capaian: Dictum Edisi Landmark Decisions Mahkamah Agung dan Praperadilan; 
IndeksHukum yang memuat indeksasi atas 11.390 putusan; Terjemahan Putusan Hoge 
Raad bidang Pidana dan Perdata.  
 
Meskipun sistem kamar telah diterapkan di MA, namun upaya-upaya untuk meningkatkan 
konsistensi dan kualitas putusan membutuhkan perjalanan yang panjang. Penerapan 
sistem kamar dengan segala permasalahannya memerlukan komitmen dari MA untuk 
menerapkannya secara konsisten, dan masih memerlukan peran pembaharu dari 
eksternal peradilan sebagai katallis. Lebih jauh dari itu, putusan pengadilan perlu terus 
dipantau dan didiskusikan di masyarakat untuk menumbuhkan kesadaran para Hakim 
bahwa putusan pengadilan juga diawasi kualitasnya. Oleh karenanya kegiatan 
pemanfaatan putusan oleh publik utamanya akademisi, praktisi dan organisasi masyarakat 
sipil perlu terus didorong, sehingga pada akhirnya berkontribusi pada upaya mendorong 
kualitas dan konsistensi putusan. LeIP telah membangun sistem informasi putusan 
pengadilan www.indekshukum.org yang memudahkan hakim, praktisi, akademisi, dan 
masyarakat untuk mencari putusan yang terklasifikasi dalam isu-isu hukum khusus. 



Selanjutnya putusan-putusan 
tersebut dapat dimanfaatkan dalam 
menyusun pembelaan, dalam 
memutus perkara, dalam kajian 
akademis, dalam advokasi 
kebijakan.  
 
Hingga April 2016 data indeks 
putusan dalam situs Indeks Hukum 
berjumlah 11.390 buah. Jumlah ini 
memang tidak sebanyak 
peningkatan data di tahun-tahun 
sebelumnya. Hal ini dikarenakan 
pada tahun-tahun sebelumnya 
indeksasi dilakukan dengan 
bekerjasama dengan beberapa 
lembaga, sementara pada tahun 
2015-2016 indeksasi hanya 
dilakukan oleh LeIP sendiri. Saat ini 
LeIP berencana untuk melakukan 

pengembangan web indekshukum.org, khususnya pada aspek tampilan (interface), sistem 
pencarian (search engine) dan sistem penginputan data. Proses pengembangan web 
masih berjalan hingga saat ini, bersamaan dengan pengembangan situs leip.or.id  
 
Masih dalam kerangka mengawasi kualitas putusan pengadilan, selama tahun 2015, LeIP 
telah menerbitkan 2 (dua) edisi Jurnal Dictum. Dictum adalah terbitan jurnal yangn khusus 
membahas tentang analisis putusan pengadilan, disertai informasi-informasi terkini tentang 
pembaruan peradilan. Dictum tahun 2015 mengetengahkan tema tentang Landmark 
Decisions Mahkamah Agung dan Praperadilan. Pada edisi Landmark Decisions MA 
ditampilkan analisis atas putusan Nomor 238 PK/Pdt/2014 dalam perkara PT Berkah 
Karya Bersama melawan Ny Siti Hardiyanti Rukmana dkk., yang dianotasi oleh Dosen 
Fakultas Hukum UI Akhmad Budi Cahyono; dan putusan 2580 K/Pdt/2013 dalam perkara 
Syarfuddin melawan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang dikaji oleh Peneliti pada 
Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), Anggara. Sedangkan dalam Dictum tentang 
Praperadilan, terdapat dua hasil analisa putusan yaitu perkara 04/Pid.Prap/2015/ 
PN.Jkt.Sel dianalisis oleh praktisi hukum Luhut M.P. Pangaribuan; dan kedua, putusan 
nomor 18/Pid.Prap/ 2015 /PN.Jkt.Sel., dikaji oleh Peneliti Pusat Studi Hukum dan 
Kebijakan (PSHK) Miko Susanto Ginting. Dictum dapat diunduh secara gratis pada laman 
LeIP atau laman IndeksHukum, dan telah disebarluaskan kepada para hakim agung, 
hakim, praktisi hukum, dan lembaga pendidikan.  

 
LeIP juga melakukan kegiatan penterjemahan putusan Belanda dengan tujuan menambah 
referensi tentang perdebatan isu hukum serupa di Negara lain. Belanda dipilih sebagai 
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Negara pembanding dengan pertimbangan akar hokum di Indonesia yang diwariskan oleh 
belanda sementara Belanda sendiri telah mengalami perkembangan pemikiran terkait isu 
hokum yang di Indonesia sendiri cukup stagnan.  
 
       

Membangun Tata Kerja dan Kapasitas Lembaga 
 
Capaian: Kodifikasi Manual Lembaga di bidang Keuangan, Personil dan Organisasi; 
Suksesi Kepemimpinan yang berjalan baik; Peningkatan Golongan Peneliti Muda menjadi 
Peneliti Madya 
 
Sejak berdirinya LeIP di tahun 1999, pada hampir sebagian besar periode, LeIP memilih 
untuk menjadi organisasi yang tidak terlalu besar. Peneliti dan staf LeIP dalam periode 
2009 sampai dengan 2014, berkisar antara 9 sampai dengan 13 orang. Bentuk organisasi 
ini dipilih dengan pertimbangan untuk menjaga ketahanan dan keseimbangan lembaga 
ketika tidak ada program yang dibiayai donor, sehingga biaya operasional termasuk gaji 
staf sepenuhnya harus diambil dari tabungan lembaga. Dengan jumlah staf yang tidak 
terlalu besar tersebut, banyak aspek dalam manajemen kantor dan pembinaan personil 
yang sudah dapat dilaksanakan dengan baik walaupun hanya berdasarkan aturan-aturan 
dan kesepakatan sederhana antara manajemen dan peneliti-peneliti senior. 
 

 
 
Namun sejak 2014, LeIP menerima tantangan baru sebagai organisasi untuk mewujudkan 
visinya melakukan pembaruan peradilan. Ada beberapa program yang ditawarkan kepada 
LeIP dengan ukuran yang lebih besar yang jika ingin diambil, membutuhkan penyesuaian-
penyesuaian baru dalam pengelolaan LeIP. Contohnya adalah Program Judicial Support 



Sector Program (JSSP) yang didanai oleh Pemerintah Kerajaan Belanda dan Program 
Tipikor Court Monitoring yang dilaksanakan bersama Elsam dan didanai oleh Uni Eropa 
(EU).  
 
Dalam kedua program tersebut, LeIP tidak hanya bertindak sebagai pelaksana kegiatan, 
namun juga bertindak sebagai manajer program yang mengelola dan menyalurkan 
anggaran kepada pelaksana-pelaksana kegiatan lainnya, mengawasi dan menilai 
pencapaian indikator-indikator keberhasilan program, serta mempertanggungjawabkan 
capaian program. Terutama, kepada lembaga donor dan beneficiaries program tersebut. 
 
Untuk mampu melaksanakan tanggungjawab tersebut, LeIP perlu melakukan beberapa 
penyesuaian-penyesuaian. Yang paling terlihat kebutuhannya adalah menambah jumlah 
personil. Tantangan terbesar dalam penambahan jumlah personil ini adalah mencari 
personil yang memiliki kapasitas untuk menjadi manajer program dan menyesuaikannya 
dengan sistem kepegawaian yang sudah ada.  
 
Untuk menjawab tantangan tersebut, pilihan yang kemudian diambil adalah 
mempekerjakan secara kontrak personil di level program manajer, dan disaat yang sama 
lebih fokus mengembangkan kapasitas peneliti-peneliti di level peneliti madya untuk dalam 
waktu lebih cepat bisa memenuhi kualifikasi mengelola program yang lebih besar, serta 
merekrut calon-calon peneliti muda untuk mengisi kekosongan personil di level di 
bawahnya.   
 
Dengan bertambahnya ukuran organisasi serta naiknya level tantangan dalam 
pengelolaan program, dibutuhkan aturan-aturan yang lebih terstruktur dalam pengelolaan 
administrasi kantor dan personil. Untuk itu, pada 2015 LeIP menyusun beberapa peraturan 
dan panduan internal sebagai berikut: 
 
1. Panduan Pegawai, yang memuat peraturan kepegawaian secara umum, hak dan 

kewajiban pegawai yang menjadi panduan bagi pegawai,  
2. Profil Sukses dan Kamus Kompetensi Personil, yang memberikan deskripsi 

pengetahuan, kemampuan dan pengalaman personil LeIP di posisi dan level masing-
masing, yang dinilai memungkinkan mereka memenuhi tantangan tugas di posisi dan 
level masing-masing. 

3. Rencana Pengembangan Kompetensi, yang memuat arahan pembentukan dan 
pengembangan kompetensi personil. Kompetensi di dalamnya dibedakan untuk 
personil di posisi struktural dan fungsional, mulai dari level muda, madya sampai 
senior. 

4. Pedoman Pengelolaan Program, yang memuat panduan bagi para peneliti dalam 
mengelola program-program yang menjadi core business LeIP. Yaitu mulai dari 
merencanakan program sesuai dengan isu/materi yang akan diadvokasikan, 
menyusun anggaran dan struktur personil di dalamnya, melaksanakan monitoring dan 
evaluasi, sampai dengan menyusun hasil riset dan laporan pertanggungjawabannya. 
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LAPORAN AKUNTABILITAS KEUANGAN 2015 
 
LeIP sejak tahun 2000 hingga 2014 melakukan audit keuangan dengan hasil WAJAR 
TANPA PENGECUALIAN. Laporan Keuangan LeIP tahun 2015 sedanng memasuki 
proses audit oleh akuntan publik. 
 
Aktiva bersih yang dimiliki LeIP pada akhir tahun 2015 adalah sebesar 1.657.666.950, 
yang berasal dari saldo tahun lalu sebesar 777.889.620,- ditambah dengan Rp. 
879.777.330,- yang berasal dari selisih pendapatan dikurangi biaya tahun 2015. Jika dilihat 
dari besarnya kas lancar LeIP, dengan asumsi biaya overhead yaitu untuk gaji, sewa 
kantor dan operasional Rp. 145.000.000,-/bulan maka dana kas tersebut akan mampu 
mendanai selama kurang lebih 11,8 bulan dengan catatan dalam waktu tersebut LeIP 
dalam menjalankan kegiatannya tidak mendapat dana dari donor atau pihak manapun. Ini 
merupakan ketahanan lembaga yang terbaik sejak 5 (lima) tahun terakhir. 
 
Berikut adalah Laporan Posisi Keuangan Yayasan LeIP per 31 Desember 2015: 
 
AKTIVA 

    
      AKTIVA LANCAR 

   
      - Kas & Setara Kas 

  
3,040,985,320 

- Piutang 
   

74,002,740 
- Biaya Dibayar Dimuka 

  
83,134,280 

      JUMLAH AKTIVA LANCAR 
 

3,198,122,340 

      AKTIVA TETAP 
   

      - Aktiva Tetap 
  

340,466,950 
- Akumulasi Penyusutan 

 
234,912,520 

      JUMLAH AKTIVA TETAP BERSIH 
 

105,554,430 

      AKTIVA LAIN-LAIN BERSIH 
 

0 

      JUMLAH AKTIVA 
  

3,303,676,770 

      KEWAJIBAN DAN AKTIVA BERSIH 
  

      KEWAJIBAN 
    - Kewajiban Lancar 

  
1,646,009,820 

- Kewajiban Jangka Panjang 
 

0 

      JUMLAH KEWAJIBAN 
  

1,646,009,820 

      AKTIVA BERSIH 
   - Tidak terikat 
  

1,375,719,200 
- Terikat Temporer 

  
281,947,750 

      



JUMLAH AKTIVA BERSIH 
  

1,657,666,950 

      JUMLAH KEWAJIBAN DAN AKTIVA BERSIH 3,303,676,770 
 
Berikut adalah detail dari keuangan program yang dikelola oleh LeIP pada tahun 2015 
adalah sebagai berikut: 
 

Core Funding 1 – The Asia Foundation Rp. 639.600 
Core Funding 2 – The Asia Foundation Rp. 1.188.730.020 
Indeksasi Putusan MA 2 – AIPJ Australian Aid Rp. 132.761.440 
Indeks dan Analisa Putusan Lingkungan - CIFOR Rp. 135.345.400 
Supervision Advancement Training – C4J USAID Rp. 228.520.850 
Judicial Sector Support Program – Kedutaan Belanda Rp. 2.993.108.200 

Pemantauan Pengadilan Tipikor – European Union Rp 1.120.727.030 

 
Pada tahun 2015 total biaya operasional lembaga adalah dengan komposisi sebagai 
berikut: 
 

  
Dalam 5 (lima) tahun terakhir besaran uang yang dikelola oleh LeIP dalam bentuk 
Pendapatan dan Biaya adalah sebagai berikut: 
 
 
 
 
 

1,320,000,000	
  

45,000,000	
  

164,056,320	
  

152,035,104	
  

Komposisi Biaya Operasional 2015 

Gaji	
  

Asuransi	
  

Sewa	
  kantor	
  

Utilities	
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1,703,103,620	
  

4,740,299,470	
  

1,483,651,230	
  

2,810,117,230	
  

3,971,754,340	
  

7,381,912,880	
  

1,395,360,710	
  

4,764,273,100	
  

1,456,504,890	
  

2,830,806,560	
  

3,916,832,120	
  

6,502,135,550	
  

0	
   2,000,000,000	
  4,000,000,000	
  6,000,000,000	
  8,000,000,000	
  

2010	
  

2011	
  

2012	
  

2013	
  

2014	
  

2015	
  

Column1	
  

Pengeluaran/Expenses	
  

Pendapatan/Income	
  



RENCANA PROGRAM & KEGIATAN 2016 
 

Sasaran dan Arah 2016  
Dalam proses Perencanaan Strategis yang diselenggarakan pada akhir bulan Februari 
2015, LeIP merumuskan 5 value preposition LeIP pada tahun 2016-2017 dalam 
melaksanakan berbagai program kerja dan kegiatan, yaitu sebagai berikut:  

1) Hasil riset yang reliable (dapat diandalkan)   
2) Policy paper yang solutive (berorientasi pada penyelesaian masalah) dan applicable 

(dapat diterapkan)   
3) Informasi putusan yang terklarifikasi dan mudah dibaca   
4) Asistensi teknis yang handal dan terpercaya   
5) Database tentang peradilan yang dapat diandalkan   

Lima value preposition ini akan menjadi acuan utama bagi LeIP dalam memberikan 
asistensi, advokasi dan kegiatan lain yang ditawarkan pada 7 kelompok yang secara 
strategis ditetapkan sebagai kelompok sasaran (target group). Kelompok target group 
tersebut yaitu: 

1) Mahkamah Agung 
2) Pemerintah Republik Indonesia 
3) DPR 
4) Komisi Yudisial 
5) Lembaga Akademik 
6) Media 
7) Kelompok hakim dan mantan hakim yang tergabung dalam Forum Diskusi Hakim 

Indonesia (FDHI) serta para akademisi hukum lain.  
 
Dengan demikian, di masa mendatang LeIP akan semakin fokus pada upaya untuk 
membangun kemitraan dengan kelompok sasarannya dengan bertumpu dan mengacu 
pada lima value preposition yang telah dirumuskan tersebut.  LeIP juga telah merumuskan 
bahwa di masa mendatang, LeIP akan menggunakan 5 strategi utama dalam upaya 
menyampaikan ke enam sasaran di atas tadi, yaitu: 
  
1) Advokasi dan asistensi yang intensif kepada organisasi kelompok sasaran   
2) Mencari, mengidentifikasi dan mengembangkan agen-agen perubahan (agent of 

change) pada setiap organisasi kelompok  sasaran yang dianggap memiliki 
kemampuan untuk membawa organisasi ke arah yang diharapkan   

3) Membangun komunikasi yang konstruktif dan intensif dengan organisasi kelompok 
sasaran   

4) Membangun jaringan informasi penting atas isu yang diusung tetapi mudah diakses   
5) Membangun perspektif dan pola pikir yang berbeda tetapi memiliki ciri dan gaya 

khusus   
 

Untuk mampu mengaplikasikan 5 strategi di atas, dipilih 6 saluran (channel) yang 
dianggap tepat pada saat ini serta mampu memberikan dampak optimal terhadap hasil 
akhir yang ingin dicapai, yaitu penerbitan buku, pengembangan situs, optimalisasi social 
media, pertemuan langsung, penerbitan media rutin (newsletter), pelaksanaan media 
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briefing serta penggunaan kolom advertorial di media masa. Secara keseluruhan, channel 
ini dipilih sesuai dengan bidang keahlian yang selama ini dianggap sudah menjadi 
kompetensi utama LeIP sebagai sebuah organisasi.  

LeIP juga berhasil mengidentifikasi 5 aktivitas utama dalam melakukan kegiatannya di 
masa depan yaitu sebagai berikut: 

1) Mengembangkan dan memperkuat lobi dengan pemangku kepentingan; 
2) Mengembangkan jaringan terutama dengan kelompok sasaran sebagaimana 

diidentifikasi di atas; 
3) Melaksanakan kegiatan penelitian untuk membangun advokasi kebijakan berbasis 

data dan informasi yang dapat diandalkan; 
4) Kampanye dan diseminasi informasi secara terstruktural untuk memperkenalkan LeIP 

dan pemikiran-pemikiran LeIP. 

LeIP juga meyakini adanya 4 sumber daya utama yang harus diperhatikan sebagai bagian 
dari kegiatan kerjanya, yaitu peneliti dan staf internal, data dan informasi yang dimiliki, 
reputasi dan nama baik yang berhasil dibangun selama ini, pengetahuan tacit (tacit 
knowledge) yang dimiliki bersama antar anggota organisasi LeIP serta jaringan (di 
kalangan akademisi, lembaga peradilan, LSM, media dan para pakar lainnya. Keempat 
sumberdaya utama inilah yang dapat dianggap sebagai asset berharga bagi LeIP untuk 
mampu menjalankan fungsi serta mencapai visi-misi yang dimiliki di masa depan.  

Rencana Program dan Kegiatan 2016 - 2017 
 
Pada tahun 2016 LeIP akan melanjutkan kegiatan-kegiatan yang telah menjadi komitmen 
sebelumnya yaitu sebagai berikut:  
 

 
Program dan Kegiatan 

Perkiraan Dana yang 
dikelola di tahun 

2016 - 2017 
 
Judicial Sector Support Program (JSSP) – didanai oleh 
Kedutaan Besar Beladan  
 
Komponen 1: 

- Penguatan Kapasitas Diklat 
- Identifikasi Beban Kerja Pusdiklat 
- Penguatan Mekanisme Rekrutmen Cakim 
- Restatement Sosio Legal 

 
Komponen 2: 

- Advokasi Pelembagaan Sistem Kamar 
- Riset Pembatasan Perkara (lanjutan) 
- Penguatan Kapasitas Perpustakaan MA 

 
Komponen 3: 

- Uji Coba Satuan Biaya Khusus (SBK) 
- Penghitungan SBK pada perkara perdata 

 

 
709.714 EUR 



Pemantauan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi – didanai 
oleh European Unioan  
 

- Pelaksanaan pemantauan di 5 Kota 
- Pelaksanaan Riset Kebijakan 

 

370.653 EUR 

CEGAH Program (bekerja sama dengan MSI, TAF, dan 
PSHK)  – didanai oleh USAID  
 

- Pembangunan Sistem Klasifikasi Perkara di MA 
untuk Mendukung Sistem Kamar 

- Pelatihan bagi Panitera untuk Penyusunan 
Ringkasan Putusan 

- Indeksasi Putusan 
 

400,000 USD 

Penyusunan Rencana Aksi Pengembangan Sistem 
Manajemen Pengetahuan di MA – didanai oleh AIPJ 
 

- Pemetaan kondisi dan tantangan dalam penerapan 
manajemen pengetahuan di MA 

- Penyusunan rencana aksi pengembangan sistem 
manajemen pengetahuan di MA 

- Diseminasi Produk 
 

38.000 USD 

Sosialisasi Prosedur Perkara Gugatan Sederhana (Small 
Claim Procedure) bekerjasama dengan PSHK – didanai 
oleh AIPJ 
 

- Penyusunan materi Bimbingan Teknis 
- Asistensi Pelaksanaan Bimbingan Teknis 

 

99.500 IDR 

Advokasi Rancangan Undang-Undang Jabatan Hakim – 
didanai oleh LeIP 
 

- Diskusi dan Audiensi dengan pemangku kepentingan 
- Penyusunan Daftar Isian Masalah dan Kertas 

Rekomendasi Kebijakan 
- Kampanye dan Sosialisasi 

 

tbd 

Pemanfaatan Putusan MA  
 

- Pengembangan All New Dictum  
- Indeksasi Putusan (www.indekshukum.org)  

 

 
 

tbd 

 
Selain program dan kegiatan yang telah disepakati di atas, terdapat juga rencana-rencana 
kegiatan yang masih dalam perencanaan untuk mendapatkan pendanaan yaitu: 
 
1) Riset Pelaksanaan Eksekusi Putusan Perdata – penjajakan kerja sama dengan IDLO 

– Kedutaan Belanda 
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2) Penyusunan Sistem Pemantauan Pelaksanaan Hak Tersangka/Terdakwa – 
penjajakan kerja sama dengan TIFA Foundation 

 
 

PENUTUP 
 
Demikian Laporan Pertanggungjawaban Yayasan LeIP 2015. Kami berharap sekilas 
informasi ini dapat membantu Dewan Pembina dalam merekomendasikan perbaikan bagi 
LeIP di masa mendatang; dan bagi publik untuk mengenali kerja dan capaian LeIP. 
Semoga usaha terus menerus ini dapat berkontribusi bagi pembaruan hukum dan 
peradilan di masa mendatang.  



Wajah-Wajah LEIP 
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